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ABSTRAK 

Hak Pengelolaan merupakan salah satu hak menguasai negara atas tanah yang 

kerap kali menjadi objek sengketa. Sebagai contoh adalah sengketa antara warga 

Perak Barat Surabaya dengan pemegang Hak Pengelolaan yakni PT Pelindo III. 

Kedua belah pihak pada mulanya melakukan perjanjian penggunaan bagian tanah 

dimana warga membayar sewa setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 warga 

menolak melakukan pembayaran sehingga berakibat berakhirnya perjanjian 

namun warga menolak untuk meninggalkan tanah tersebut. Terjadi perbedaan 

pendapat mengenai kepemilikan dan kewenangan atas tanah tersebut. Warga 

merasa tanah merupakan tanah yang telah dikuasai secara fisik terlebih dahulu 

oleh mereka, dan merasa sewa atas tanah Hak Pengelolaan tersebut bukan 

termasuk kewenangan dari PT Pelindo III. PT Pelindo III ternyata memiliki 

penguasaan secara yuridis dibuktikan dengan sertipikat Hak Pengelolaan yang 

terbukti memenuhi syarat sah keabsahan yakni baik dilihat melalui wewenang, 

substansi, maupun prosedurnya. Terkait kewenangan PT Pelindo III dalam 

menyewakan tanah Hak Pengelolaan dikenal adanya istilah kerja sama atas barang 

milik negara. 

Kata Kunci: Hak Pengelolaan, keabsahan sertipikat, kerja sama, sewa menyewa 
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ABSTRACT 

 

Right to Manage is one of the rights for the state to control which is often to be 

the object of disputes. An example is the dispute between residents of Perak Barat 

Surabaya and the holder of State Land, namely PT Pelindo III. The two sides 

initially entered into an agreement to use a portion of land where residents pay 

rent every year, but in 2016 residents refused to make payments resulting in the 

termination of the agreement but residents refused to leave the land. There were 

differences of opinion regarding ownership and authority over the land. Residents 

feel that land is land that has been physically controlled in advance by them, and 

feel the lease on the land of Management Rights is not included in the authority in 

the authority of PT Pelindo III. PT Pelindo III turned out to have a judicial 

mastery evidenced by a certificate of Management Rights that was proven to meet 

the legal requirements of legitimacy, that is, both viewed through authority, 

substance, and procedures. Related to the authority of PT Pelindo III in leasing 

land for Management Rights, it is known that there is a term of cooperation on 

state property. 
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